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ABSTRAK .

Bagl Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang akan melakukan
poligami selaim barus mengimdahkam segala ketemtuwan pada
undang-umdamg perkawimam, juga harus memgindzhan segala
ketentwan dalam PP No.l0 ¥shum 1983.

Mengingat ketatmya izin berpoligami bagi PNS dalam
beberapa pasal dari PP No.l0 Pahum 1983 dapat menimbulkan
hal=hal yang tidak dikarapkam, misalnya poligami ilegal.
Bentuk poligami ilegal yang bemyak dijumpzi dalam masyara-
kat adalah hidup bersame tampa ikatan perkawimen yang sah
dam serinmg dikemal demgam sebutan hidup bersama, wamita
simpaman, pergundikam serta bagl mercka yang beragama Is-
lam melakukan poligami tampa pemcatatan niksh, Namun seba-
g2i mapusia biasa, walaw mempumyai swatu kedudukam dajam
masyarakat kadamg tidak dapat menghimdari akam hal ini.
Dengam kata lain, dalam kehidupar rumeah tangga masih ada
seorang suami beristri lebih dari searang yang dilakukam
secara ilegal ataw tidak memwrut hukum, Praktek semacam
ini dapat dilibhat dalam pemercbosan ketemtwam pasal 15 PP
Eo.10 Tahum 1983, intimya PN3 dilarang hidup bersama tampa
ikatam perkawimam yang sah. Bilamama seocramng PES yang ber-
kedudukan timggi telah melakukan pelamnggaran pasal 15
hingga mexghasilkan searamg amak. Selamg beberapa waktu,
perbwatanmya baru diketahul atasammya demgan memdapat te-
garan dan perimgatan seswai ketemtwan pasal 17, yang inti-
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mya bila PHS yamg telah memdapat teguram dam peringatan
masih terus melakukammya akan dikemakam samksl disiplin.

Mungkin karema perbuatammya telah diketahul serta
untuk memghindari sanksi disiplim, PNS yang bersangkautan
segera menghentikawnya. Namunm masik diragukan, apakah
penghentian tersebut bemar-bemar dilaksamakanm atau masih
diulang kembali, dalam hal ini atasan tidak mengetahuinya
jika tidak ada laporan dari bawaham atau pengaduan dari
istri sah PNS yang bersamgkutam, Hal lain yamng terjadi
bilamana PNS yang bersangkutan bemar-~bemar menghentikan
perbuatanmys tersebut demgam berkehandak mengawini(poliga-
mi) wanita tersebut., Bilamana atasan atau pejabat menye-
tujul kekhendak tersebut, namum pengadilan tidak menyetu-
juinya (keharusam adamya izim dari pemgadilap sesual demgan
pasal 4(1) UU No.1 Tahum 1974) dam kehemdak tersebut tetap
dilamgsungkan olehk PES yang bersangikutan, Dengan permasa-
lahan demikiar, skripsi ini diberi judul "Masalah Poliga-
mi Ilegal Pegawai Negeri Sipil Menwrut YP Fo.10 Tahum 1983¢

Tujuan dari pemelitian ini adalah untuk memelaah
secara lebih mendalam mengenai akibat tidak adanya pembe-
rian izin dari pengadilam bagi PNS yang hemdak berpoligami
dan setelah memdapat izim dari atasannya, serta memberikan
eekedar sumbamngan pemgetahuwan yang menyangkut masalah po-
ligami ilegal PNS.

Untuk memcapai tujuan dari pemelitian ini digumakan
metode kualitatif, yaitu sebagai prosedur pemelitian yang



menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis
ataw lisan dari oramg~oramg dam perilaku yang dapat di-
amatl dalam hubunganmya demgan permasalaham pokok, Oleh
karema itu data yang digumakan dalam skripsi imi berupa
data sekumder, yang terdiri dari baban hukum primer dam
bahanr hekus sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan
perundang-undangam yang berlaku, sedangiam bahan hukum
sekunder adalah pemjelasam bahan bhukum primer. Setelah
data dikumpulkan, maka pexgolahan data dilakukaon demgam
cara deduksi yaitm bertelak dari bhal-hal yang wsum yaitu
poligami pada umummya kemwdian dibabas secara khusus ya-
itu poligami ilegal PNS. Sedangkam pada pendekatan masa~-
lah menggumakan metode pemdekatan yuridis normatif, yaitu
pemdekatan demgam melalui perumdamg-umdangan dam beberapa
buku penunjang yang ada hubumgemmya demgam judul tersebut,
yang nantinya akan bergumsa unmtuk menemukan pemecabham ma-
salah poligami ilegel yamg dilakukan PNS. Selai itu di-
tunjang pula melalui wawamcara dengan pejabat yamg bemrm-
wenang.

Jadwal waktw pemelitiam yang digumakan wmtuk mem- -
cari data dalae beberapa fase yaitu :

= Fase pengumpulan data : 29 Mel - 2 Jumi 1989
-~ Fase pengolahkan data g Sepiember - 23 September 1989

11 Juni - 15 Mel 1991

- Pase analisis data

Pokok hasil pemelitiam yang diperoleh, setelah ber-
lakumya PP No,10 Tahum 1983 poligami PNS sulit dan lamae



Sulit danr lamanya proses serts hambatan berupa birokrasi
dalam pemberiam izin memang bertujuan wmtuk memperketat
seecara selektif akam perkemaam berpoligami PNS serta wmtuk
menghindari kesewemang-wemangam dalam hal kawim lebil dari
satu, sehimgga dikharapkan PNS dapat menjadli comtoh dan te-
ladan yang baik sesuai demgan fumgsinya sebagai abdi nega-
ra dan abdi masyarakat., Akibet Jaramgan berpoligami atau
sulitmya memperolen izin berpoligami Jjustru membuks pimtu
pelacuran, pergumdikanm dam poligami ilegal. Selaim akibat
texrsebut, di lingkumgan Kodya Surabaya, pengaruh keadaan
lingkungan kerja dan rumah tangga dapat pmla menimbulkan
adanya poligami ilegal PNS. Uleh karema itw pemerintah
berupaya mencegah timbulmnya hal-hal demikian, demgan me-
l1alui pemyuluhan dari pusat, sarasehan bahkan kegiatail g
risan, Dari upaya tersebut tampaknya harus puXa diimbangi
dengan kebijaksanaan atasan ataw pejabat yang berwemang
unrtuk memerapkan ketemtuan yamg berlakw secarz tegas,
dalam arti melaksanakan pemberian sanksi terhadap pelang-
garan PP No.,}0 Tahum 1983,

Mengenai samitsi poligami ilegal, dapat diperoleh
| kepastian hukummya dalam UU NHo.l Tahunm 1974 beserta PP No.
9 Talumn 1975, KUHPidana dan PP No.10 Tabum 1983. Ketenmtu-
anm~ketenmtuan dapat diterapkén bilamana seorang PHES dalem
melakukan poligami €ampa izim dari atasan atau pejabat
pasal 4(1), serta memolak usul damai seswai ketentuan
pasal &, maka PNS tersebut dapat diamcam samksi disiplim-



(pasal 1€ PP 0,10 Tahum 1983), Jika dalam hal imi PNS
bersamgkutan tetap berpoligami, maka dapat diancam keten-
twan pasal 45 yo pasal 40 PP No.9 Tahun 1975 karena mela-~
kukan poligami tampa dicatatkan dam hal ini tentumya tidak
ada izin dari pemgadilan, Demikian juga, bila telah ada
igin dari atasan atau pejabat, mamun pengadilan menolak
permohomnan izin tersebut, PNS tetap melangsungkan mniat
berpoligami maka dapat diancam samksl pasal 279 KUHPidana,
Dari uraian di atas Jjelaslah bahwa dalam menyelesaikan
masalak ini, pihak atasan atau pejabat di lingkungan Kodya
Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya pada khususnya serta
instansi-instansi pemerintah pada umumnya berusaha menerap-
kan kebi jaksanzan yang ada berdasar hukum yang berlaku.

Objek penelitian yang menunjang penyusunan skripsi
ini adalah UU No.l Tahun 1974 beserta PP No.9 Tahun 1975,
PP Noo,10 Tahum 1983 dan Surat Edaran Kepala Badan Adminis-
trasi Kepegawaian BAKN No.08/SE/1983.

Lokasi pemelitian skripsi ini adalah di Kodya Suara~
baya dam Pengadilan Agama Surabaya.

Akhirmya kesimpulan yang dapat diambil, bahwa prak-
tek poligami ilegal ada dalam masyarakat, tetapi kenyataan
tidak dapat membuktikan hal ini terjadi. Oleh sebab itu,
melalul upaya yang telah ditempuh pemerintah dalam mence-
gah timbulnys poligami ilegal serta adanya pemnerapan
sanksi yang tegas dam komsekwen tanpa pandang bulu, baik
PNS dari kalangan atasan atau pejabat ataupun bawahan yang



terbukti melanggar ketentuan dalam PP No.lO Tahun 1983,
dikarapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan peratur-
an perumdang-undangap yang berlaku serta kesadaram ter-
hadap keberadaannya sebagai penmgabdi megara dan masyarskat.



